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ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan 
konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo. Untuk mengetahui 
problematika dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA 
Finance Sukoharjo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis empiris. Jenis datanya berupa data primer dan sekunder, yang terdiri atas 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang dipergunakan adalah 
deskriptif analisis, yaitu analisis yang sifatnya memberikan gambaran tentang pelaksanaan 
pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo. Hasil penelitian 
diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di 
BCA Finance Sukoharjo dilaksanakan dengan membuat perjanjian pembiayaan konsumen. 
Dan telah dibuat menurut ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya 
surat perjanjian pembiayaan konsumen tersebut didaftarkan pada fidusia sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, terutama 
ketentuan pendaftaran fidusia dan pembuatan akta di hadapan notaris. Problematika dalam 
pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo 
adalah konsumen terlambat dalam mengangsur, konsumen tidak beritikad baik, konsumen 
meninggal dunia, terjadinya bencana dan kebangkrutan (pailit) yang dialami oleh debitur. 
Dari berbagai faktor penyebab kredit macet tersebut maka tindakan yang dilakukan oleh BCA 
Finance Sukoharjo adalah dengan menarik kendaraan kemudian dilakukan pelelangan, dari 
hasil pelelangan tersebut selanjutnya digunakan untuk menutupi kekurangan angsuran 
tersebut, apabila ada sisa uang maka akan dikembalikan kepada debitur. 
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ABSTRACT 
This research was conducted with the aim to know the implementation of consumer 
financing with fiduciary guarantee at BCA Finance Sukoharjo. To know the problematic in 
the implementation of consumer financing with fiduciary guarantee in BCA Finance 
Sukoharjo. The approach method used in this research is empirical juridical approach. The 
data type is primary and secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal 
materials. The method of data analysis used is descriptive analysis, which is an analysis that 
provides an overview of the implementation of consumer financing with fiduciary assurance 
in BCA Finance Sukoharjo. The result of the research concludes that the implementation of 
consumer financing with fiduciary guarantee at BCA Finance Sukoharjo is executed by 
making consumer financing agreement. And has been made according to the provisions of 
Article 1320 and Article 1338 Civil Code. Furthermore, the letter of consumer financing 
agreement is registered in fiduciary in accordance with the provisions of Law Number 42 
Year 1999 regarding Fiduciary, especially the provision of fiduciary registration and the 
making of deed in the presence of a notary. Problematic in the implementation of consumer 
financing with fiduciary assurance in BCA Finance Sukoharjo is the consumer is late in 
installments, the consumer is not beritikad baik, consumer dies, the occurrence of disaster 
and bankruptcy (bankruptcy) experienced by the debtor. From the various factors causing 
bad loans, the action taken by BCA Finance Sukoharjo is to withdraw the vehicle and then 
auctioned, from the auction result is then used to cover the shortage of the installment, if any 
remaining money it will be returned to the debtor. 




Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan 
salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka memelihara dan meneruskan 
pembangunan yang berkesinambungan. Sedangkan para pelaku pembangunan, baik 
pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan 
dana yang besar. Selain itu seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, 
meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam 
(kredit).
1
Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit 
bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk 
memiliki barang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan konsumen.
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Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan konsumen turut membawa andil yang 
besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan 
berhubungan dengan bank. Lembaga Pembiayaan konsumen ini muncul sebagai suatu 
bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang 
yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dengan 
kehadiran berbagai lembaga pembiayaan konsumen tersebut sangat berperan bagi 
masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat 
mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga 
pembiayaan konsumen sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian Negara ini. 
Lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen 
(semisal mobil atau mesin industri), kemudian di atas namakan konsumen sebagai debitur 
(penerima kredit atau pinjaman) sebagai konsekuensinya, debitur menyerahkan Hak 
Miliknya kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia, artinya, debitur sebagai pemilik 
atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai 
penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia, adalah calon pembeli barang 
mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat 
mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor. 
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Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan 
pasa 4 UUJF disebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu 
perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi 
prestasi.
3
 Hal ini menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat 
ikutan (accessoir). Gunawan Wijaya menyatakan bahwa suatu perjanjian fidusia sebagai 
perjanjian yang accessoir maka jaminan fidusia memiliki sifat: 1) ketergantungan 
terhadap perjanjian pokok, 2) keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya 
perjanjian pokok, dan 3) sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika 
ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.
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BCA Finance Sukoharjo merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang 
menggunakan jaminan fidusia dalam praktik pemberian pembiayaan. Pemberian 
pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak 
konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. 
Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenan dengan kepemilikan 
barang yang bersangkutan seperti BPKB dipegang oleh BCA Finance Sukoharjo hingga 
pinjaman tersebut lunas. Pasal 1 UUJF Nomor 42 tahun 1999 menjelaskan bahwa jaminan 
fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 
penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak 
baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 
penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor 
lainnya. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan 
konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo. (2) Untuk mengetahui 
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2. METODE PENELITIAN 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis empiris. Jenis datanya berupa data primer dan sekunder, yang terdiri atas bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang dipergunakan adalah 
deskriptif analisis, yaitu analisis yang sifatnya memberikan gambaran tentang pelaksanaan 
pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo.  
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di BCA Finance 
Sukoharjo 
Prosedur terjadinya Jaminan Fidusia pada BCA Finance Sukoharjo telah 
dilakukan pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris yang kemudian 
didaftarkann ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Oleh karena itu ketentuan yang 
ada di dalam Undang-Undang Fidusia dapat di berlakukan. Terkadang sebagian besar 
terjadinya jaminan fidusia dibuatkan akta notaris tetapi tidak didaftarkan ke KPF maka 
ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia tidak dapat diberlakukan, karena perjanjian 
tersebut bukanlah sebagai perjanjian fidusia, melainkan perjanjian biasa, oleh karena 
itu kedudukan kreditor di perjanjian tersebut sebagai kreditor konkuren. Ketentuan 
Undang-Undang fidusia tidak dapat diberlakukan. Karena Undang-Undang Fidusia 
tidak dapat diberlakukan, maka agar hutang itu dapat terpenuhi, yang digunakan 
adalah Pasal 1131 KUHPerdata. Menurut Pasal 1131 KUHPerdata: “kekayaan segala 
kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah 
ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 
perikatannya seseorang”. 
Bila dicermati ada beberapa hal yang menguntungkan dan memberikan 
kedudukan yang kuat terhadap perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia 
apabila obyek jaminan fidusia diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan UU 
Fidusia (UU No. 42 tahun 1999), diantaranya : 
3.1.1 Perusahaan Pembiayaan sebagai penerima Fidusia mempunyai hak kebendaan 
terhadap barang jaminan fidusia. 
Hak kebendaan yang dimiliki perusahaan pembiayaan yang dimaksud 
disini adalah hak kebendaan yang memberikan jaminan. Di dalam Hukum Perdata 
dikenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan dan hak 
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kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan. Maksud dari hak kebendaan yang 
bersifat memberi jaminan dapat dijelaskan sebagai berikut : Hak kebendaan yang 
bersifat memberi jaminan itu senantiasa tertuju terhadap bendanya orang lain, 
mungkin terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jika benda 
jaminan itu tertuju pada benda tak bergerak, maka hak kebendaan tersebut berupa 
hipotik, sedangkan jika benda jaminan itu tertuju pada benda bergerak, maka hak 
kebendaan tersebut berupa gadai. Kedua macam hak ini memberikan kekuasan 
langsung terhadap benda jaminan dan hak mana dapat dipertahankan kepada 
siapapun juga. Pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dapat menuntut 
pelunasan utang debitur dari barang yang dijadikan sebagai jaminan kredit. 
Perusahaan pembiayaan mempunyai hak tagih terhadap benda jaminan kredit 
selama kreditnya belum dilunasi oleh debitur. 
Berdasarkan hak tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia 
dapat menuntut pencairan atas benda jaminan fidusia guna pelunasan kredit jika 
debitur wanprestasi. 
3.1.2 Perusahaan pembiayaan mempunyai hak didahulukan (Hak Preferent) dari 
kreditur lain untuk memperoleh pelunasan piutang dari hasil penjualan barang 
jaminan fidusia, bila debitur wanprestasi. 
Hak didahulukan perusahaan pembiayaan ini dasar hukumnya dapat 
dijumpai dalam ketentuan pasal 1132 KUH Perdata, yang selengkapnya 
menyatakan; Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua 
orang yang menghutang kepadanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu 
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-
masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah 
untuk didahulukan. 
Ketentuan pasal 1132 KUH Perdata pada dasarnya mengatur tentang 
adanya persamaan hak diantara para kreditur, terkecuali kreditur preferent yang 
mempunyai hak didahulukan atas pemenuhan pembayaran piutangnya. Kreditur 
preferent yang dimaksud pasal 1132 KUH Perdata adalah para pemegang hak 
jaminan. Ketentuan pasal 1132 KUH Perdata mengtur tentang lembaga jaminan 
gadai, hipotik, hak tanggungan, dan jaminan fidusia, dan dalam hal ini merupakan 
lembaga jaminan yang diatur dalam peraturan perundangan yang dalam ketentuan 
6 
 
menetapkan/memberikan hak didahulukan kepada kreditur sebagai pemegang hak 
jaminan. 
Disamping ketentuan pasal 1132 KUH Perdata, hak didahulukan perusahaan 
pembiayaan sebagai penerima fidusia secara tegas juga diatur dalam ketentuan pasal 1 
angka 2 dan pasal 27 UU Fidusia (UU No. 92 tahun 1999). Adapun ketentuan pasal-
pasal dimaksud selengkapnya menyatakan sebagai berikut : 
Pasal 1 Angka 2; 
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun 
tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat 
dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.4 Tahun 
1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, 
sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan 
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. 
Pasal 27 : 
1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. 2) Hak 
yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima 
fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang 
menjadi obyek jaminan fidusia. 3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak 
hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. 
3.1.3 Perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia akan mempunyai kepastian 
hukum terhadap pengikatan benda jaminan fidusia.  
Dari ketentuan lembaga jaminan, terutama hipotik, hak tanggungan, dan 
jaminan fidusia, dapat diketahui mengenai kepastian hukum tersebut melalui 
pemenuhan azas spesialitas dan azas publisitas. Azas spesialitas adalah mengenai 
pengikatan / pembebanan barang jaminan melalui pembuatan akta dihadapan pejabat 
umum (untuk fidusia harus dibuat dengan akta notaris). 
Sementara azas publisitas adalah berkaitan dengan pendaftaran dari benda 
jaminan tersebut pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pengikatan benda jaminan tersebut teratat secara jelas serta 
terbuka bagi umum. Dengan dipenuhinya kedua azas ini, maka perusahaan 




3.1.4 Perusahaan Pembiayaan sebagai penerima Fidusia mempunyai kemudahan 
untuk mencairkan obyek jaminan. 
Bila diperhatikan, dari ketentuan jaminan Fidusia (berdasarkan UU No. 
92 tahun 1999 tentang Fidusia), jika debitur ingkar janji atau wanprestasi, maka 
barang jaminan fidusia dapat dicairkan, dan dapat dilakukan eksekusi berdasarkan 
title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan 
fidusia memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan title 
eksekutorial tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan barang 
jaminan fidusia. 
3.2 Problematika dalam Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan 
Fidusia di BCA Finance Sukoharjo 
Adapun permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan 
jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo yaitu sebagai berikut: 
3.2.1 Konsumen Tidak Beritikad Baik 
Permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan 
fidusia di BCA Finance Sukoharjo salah satunya adalah konsumen dengan sengaja 
tidak mau mengangsur atau tidak beritikad baik untuk menyelesaikan 
kewajibannya. Hal tersebut dikarenakan tidak semua debitur mempunyai itikad baik 
pada saat mengajukan kredit pembiayaan sepeda motor ataupun pada saat kredit 
yang diberikan sedang berjalan. 
Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh 
BCA Finance Sukoharjo, karena hal ini menyangkut soal moral atau akhlak dari 
debitur. Bisa saja debitur saat mengajukan kredit sepeda motor menutup-menutupi 
kebobrokan keuangannya dan hanya mengharapkan agar BCA Finance Sukoharjo 
memberikan kredit sepeda motor, atau debitur memberikan data palsu atau berbagai 
tindakan-tindakan lainnya. 
3.2.2 Konsumen Meninggal Dunia 
Faktor lain yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan 
pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo 
disebabkan karena konsumen meninggal dunia. Apabila si konsumen meninggal, 
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maka ahli waris yang meneruskan angsuran, namun apabila ahli waris tidak 
sanggup meneruskan maka sepeda motor tersebut ditarik kemudian di lelang, hasil 
dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan angsuran 
tersebut, apabila ada sisa uang maka akan dikembalikan kepada ahli waris. 
Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan 
kendaraan bermotor antara konsumen dengan BCA Finance Sukoharjo adalah 
kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau 
customer. Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini 
menjadi resiko yang harus dipikul oleh BCA Finance Sukoharjo selaku perusahaan 
yang memberikan kredit kepada konsumen. Dalam perjanjian pembiayaan 
konsumen apabila pihak konsumen (debitur) melakukan salah satu dari bentuk-
bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang 
menghendaki kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lali 
kepada pihak debitur. 
Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. 
Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang 
dijanjikannya. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian. 
Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar 
hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Wanprestasi 
seorang debitur dapat berupa : Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Tidak tunai 
memenuhi prestasinya; Terlambat memenuhi prestasinya; Keliru memenuhi 
prestasinya. 
Dengan demikian, wanprestasi oleh konsumen (debitur) yang berhutang itu 
pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan 
memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak 
menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah 
diteuntukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur 
dengan peringatan atau sommatie. Cara pemberian teguran terhadap debitur yang 
lalai tersebut telah diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa 





3.2.3 Terjadinya Bencana 
Kredit macet bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak debitur maupun 
kreditur. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya bencana alam seperti 
gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi 
ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam 
negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada mandeknya 
kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu 
karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen.  
Kejadian-kejadian di atas secara langsung berpengaruh terhadap 
kelangsungan usaha debitur. Suatu perusahaan industri misalnya akan menurun 
produksinya apabila permintaan atas hasil produksi berkurang. Dengan penurunan 
omset berarti juga penurunan terhadap profit perusahaan. Akibatnya, kemampuan 
debitur dalam melakukan pembayaran kewajibannya berkurang atau tidak mampu 
sama sekali dan kredit menjadi macet. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan yang dilakukan BCA 
Finance Sukoharjo adalah dengan menarik kembali sepeda motor tersebut, 
kemudian dilakukan pelelangan, hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan 
untuk menutupi kekurangan angsuran tersebut, apabila ada sisa uang maka akan 
dikembalikan kepada ahli waris. 
3.2.4 Kebangkrutan (Pailit) yang Dialami oleh Debitur   
Faktor lain penyebab kredit macet yang terjadi di BCA Finance Sukoharjo 
adalah terjadinya kebangkrutan (pailit) yang dialami oleh debitur, terhadap hal 
tersebut maka BCA Finance Sukoharjo menunggu, apakah pihak debitur masih 
sanggup untuk meneruskan angsurannya atau tidak. Apabila tidak ada tanda-tanda 
konsumen membayar angsuran dan kendaraan bermotor masih berada ditangan 
konsumen, maka A/R Administrasi. mengeluarkan Surat Tugas Penarikan (STP) 
untuk kendaraan bermotor (31 hari) sabagai dasar A/R Officer melakukan 
penarikan. Proses penarikaan diusahakan dengan pendekatan yang baik kepada 
konsumen sehinnga proses penarikan berjalan lancar, apabila konsumen tidak dapat 
dilakukan pendekatan maka dilakukan negoisasi secara kekeluargaan dan bila perlu 
melibatkan aparat desa (RT/RW/Kepala Desa). Apabila hal ini juga tidak dapat 
diselesaikan, maka segera ditarik kendaraan bermotor dari konsumen dan oleh 
perusahaan disiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan sambil 
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menunggu reaksi dari konsumen maksimal 7 hari untuk menyelesaikan 
keterlambatan pembayaran angsuran di kantor BCA Finance Sukoharjo. 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
Pertama, Pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA 
Finance Sukoharjo dilaksanakan dengan membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang 
berisi tentang nama debitur dan kreditur, jenis dan tipe kendaraan, tata cara pembayaran, 
kewajiban debitur dan pemilik kendaraan, pernyataan dan jaminan, pemberian jaminan, 
pembatasan hak debitur dan pemilik kendaraan, pemeriksaan kendaraan, kerugian dan 
kerusakan kendaraan, asuransi, pengalihan, kuasa-kuasa, kejadian cidera janji, denda 
keterlambatan dan biaya-biaya, pembayaran sebelum berkahirnya perjanjian, definisi-
definisi, pembuktian hutang, dan lain-lain. Dan telah dibuat menurut ketentuan Pasal 1320 
dan Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya surat perjanjian pembiayaan konsumen tersebut 
didaftarkan pada fidusia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, terutama ketentuan pendaftaran fidusia dan 
pembuatan akta di hadapan notaris. 
Kedua, Problematika dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan 
fidusia di BCA Finance Sukoharjo adalah konsumen terlambat dalam mengangsur, 
konsumen tidak beritikad baik, konsumen meninggal dunia, terjadinya bencana dan 
kebangkrutan (pailit) yang dialami oleh debitur. Dari berbagai faktor penyebab kredit 
macet tersebut maka tindakan yang dilakukan oleh BCA Finance Sukoharjo adalah 
dengan menarik kendaraan kemudian dilakukan pelelangan, dari hasil pelelangan tersebut 
selanjutnya digunakan untuk menutupi kekurangan angsuran tersebut, apabila ada sisa 
uang maka akan dikembalikan kepada debitur. 
Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
Pertama, Penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan 
harus ditinjau dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Undang-undang Perlindungan 
Konsumen (UUPK), khususnya agar tidak bertentangan dengan apa yang telah dilarang 
dalam Pasal 18 UUPK. Kedua, BCA Finance Sukoharjo hendaknya lebih selektif dalam 
memberikan kredit kepada konsumen, sehingga kasus penggelapan kendaraan yang terjadi 
dapat diminimalisir. Ketiga, Konsumen kendaraan BCA Finance Sukoharjo harus sadar 
11 
 
akan kewajibannya untuk tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran atau cicilan 
kendaraan bermotor roda dua yang telah dikreditnya agar masalah kredit macet yang 
selama ini sangat merugikan BCA Finance Sukoharjo dapat diminimalisir. 
 Skripsi ini penulis persembahkan kepada: kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan 
yang penuh baik moril maupun materiil. Saudara-saudaraku tersayang atas dukungan, doa 
dan semangatnya. Kerabat dan handai taulan yang kusayangi, terima kasih atas doa, 
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